ABSTRAK

Leni Anggraeni: Kritik Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun
2010 Dan Penerapannya Di Pengadilan Dalam Lingkungan
Peradilan Agama Di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan
penting dalam pengaturan status dan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan,
termasuk implikasinya bagi praktik peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
Meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya masih muncul
perbedaan penerapan oleh hakim Pengadilan Agama, terutama terkait penetapan hubungan
keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Permasalahan penelitian ini berfokus pada
bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 di pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi
perbedaan penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010; (2) Mengkaji dan menganalisis legal
reasoning penerapan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 dalam Putusan Pengadilan
Agama; (3) mengkaji dan menganalisis terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam
penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010; (4) mengkaji dan
menganalisis implikasi penerapan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak-hak
keperdataan anak.

Dalam penelitian ini digunakan teori maqashid syariah sebagai grand theory, teori
Penegakan Hukum sebagai middle theory, dan teori disparitas sebagai applied theory dan
teori Kritik Hukum Islam.

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan metode deskriptif
analitis. Sumber data yang menjadi acuan terdiri atas sumber data primer dan sumber data
skunder. Sumber data primer, yakni putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010,
sedangkan sumber data skunder adalah peraturan perundang-undangan yang relevan serta
putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan status dan hak keperdataan anak
luar kawin.

Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan: Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak lain merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak
asasi anak sebagaimana dirumuskan dalam deklarasi (HAM). Dengan kata lain bahwa
putusan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam (magdshid al-Syari’ah), yakni
menjaga nyawa (hifdz al-nafs) yang dalam hal ini adalah hak hidup anak tanpa ada tekanan
dan diskriminasi dari pihak manapun. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 telah mengubah cara pengadilan agama di Indonesia menangani
masalah terkait anak luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan kini memiliki
hak yang setara dengan anak sah. Ketiga, disparitas putusan pengadilan terkait penerapan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tidak terlepas dari perbedaan
interpretasi atas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Keempat, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum
keluarga di Indonesia, khususnya mengenai status dan hak anak luar perkawinan.



ABSTRACT

Leni Anggraeni: Legal Criticism Of Constitutional Court Decision Number 46 Of
2010 And Its Implementation In Religious Courts In Indonesia

The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 brought important
changes in the regulation of the status and civil rights of children born out of wedlock,
including its implications for judicial practice within the Religious Court. Although the
decision is final and binding, in practice there are still differences in application by the
judges of the Religious Court, especially regarding the determination of the civil
relationship between the child and his biological father. The problem of this research
focuses on how the application of the Constitutional Court Decision Number 46 of 2010 in
the courts within the Religious Courts in Indonesia and the factors that affect the differences
in its application.

This research aims to: (1) examine and analyze the legal force of the Constitutional
Court Decision Number 46 of 2010; (2) To study and analyze the legal reasoning of the
application of the Constitutional Court Decision Number 46 of 2010 in the Decision of the
Religious Court; (3) to study and analyze the occurrence of disparities in court decisions in
the implementation of the Constitutional Court Decision No. 46 of 2010; (4) to study and
analyze the implications of the application of the Constitutional Court Decision No. 46 of
2010 on the civil rights of children.
In this study, the theory of maqashid sharia is used as the grand theory, the theory of Law
Enforcement as the middle theory, and the theory of disparity as the applied theory and the
theory of criticism.

The research approach uses normative juridics, with an analytical descriptive
method. The data sources that are referenced consist of primary data sources and secondary
data sources. The primary data source is the Constitutional Court decision No. 46/PUU-
VIII/2010, while the secondary data source is relevant laws and regulations and decisions
of the Religious Court related to the status and civil rights of out-of-wedlock children.

From the results of this research, it can be explained: First, the Constitutional Court
decision Number 46/PUU-VIII/2010 is nothing but part of an effort to protect children's
human rights as formulated in the declaration (HAM). In other words, the decision is in line
with the purpose of Islamic law (magashid alSyari'ah), which is to protect life (hifdz al-
nafs) which in this case is the right to life of the child without any pressure and
discrimination from any party. Second, the Constitutional Court's decision No. 46/PUU-
VIII/2010 has changed the way religious courts in Indonesia handle issues related to
children out of wedlock. Children born out of wedlock now have equal rights as legal
children. Third, the disparity in court decisions related to the implementation of the
Constitutional Court Decision No. 46 of 2010 is inseparable from the difference in
interpretation of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Fourth, the
Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has a significant impact on
family law in Indonesia, especially regarding the status and rights of children out of
wedlock.
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